
HOMOLOGASI DARI DEBITUR BERDASARKAN 

PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 

2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN 

KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 02/PDT.SUS-

PEMBATALAN PERDAMAIAN/2016/PN.NIAGA.JKT.PST JO 

NOMOR:08/PDT.SUS-PKPU/ 2015/PN.NIAGA.JKT.PST). 

SKRIPSI 

Oleh: 

RUQAYYAH RANI AFRILEGINA 

201410115184 

PRGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS ILMU HUKUM 

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 

2019 



Homologasi Dari..., Ruqayyah, Fakultas Hukum 2019



Homologasi Dari..., Ruqayyah, Fakultas Hukum 2019



Homologasi Dari..., Ruqayyah, Fakultas Hukum 2019



Homologasi Dari..., Ruqayyah, Fakultas Hukum 2019



Homologasi Dari..., Ruqayyah, Fakultas Hukum 2019



vii 

 

ABSTRAK 

 

Ruqayyah Rani Afrilegina, 201410115184, Skripsi, Homologasi Dari 

Debitur Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan 

Nomor:02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor: 

08/Pdt.Sus-PKPU/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pst). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai 

pembatalan perjanjian perdamaian yang diajukan oleh Kreditor karena lalainya 

Debitur dalam memenuhi perjanjian perdamaian dalam perkara PT. Bank Jtrust 

Indonesia, Tbk dengan PT. Suharli Malaya Lestari. Pada dasarnya Pasal 222 

UUK-PKPU perdamaian dalam rangka PKPU ditawarkan bagi Debitur yang tidak 

dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. 

Perdamaian yang telah disetujui oleh Debitur dan Kreditur tersebut juga harus 

mendapatkan pengesahan oleh Pengadilan Niaga atau yang disebut dengan 

Homologasi. Berdasarkan Pasal 170 Jo 291 UUK-PKPU suatu perjanjian 

perdamaian yang telah disahkan berdasarkan putusan pengadilan Kreditur dapat 

mengajukan pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan (homologasi) 

apabila menganggap Debitur lalai memenuhi isi perdamaian. Dengan 

dibatalkannya Perjanjian Perdamaian, maka harta Debitur dalam keadaan pailit. 

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak 

mempertimbangkan jumlah seluruh harta kekayaan debitor, bahkan debitor tidak 

perlu untuk dinyatakan insolven terlebih dahulu sehingga debitor baik perusahaan 

atau perseorangan dapat dipailitkan dengan mudah tanpa memiliki kepastian 

apakah debitor memang mengalami kebangkrutan atau kesulitan financial.   

 

Kata Kunci: Homologasi, PKPU, Perdamaian, Pembatalan Perdamaian dan 

insolvensi. 

Homologasi Dari..., Ruqayyah, Fakultas Hukum 2019



viii 

 

ABSTRACT 

 

Ruqayyah Rani Afrilegina, 201410115184, Thesis, Homologation of 

Debtors Based on Article 222 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy 

and Delay of Obligations to Pay Debt (Case Study of Decision Number: 02 / Pdt. 

Special Cancellation of Peace / 2016 / PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Number: 08 /Pdt.Sus-

PKPU/ 2015 / PN.Niaga.Jkt.Pst). 

This study aims to find out and analyze the cancellation of the peace 

agreement submitted by the Creditors because of the negligence of the Debtor in 

fulfilling the peace agreement in the case of PT. Bank Jtrust Indonesia, Tbk with 

PT. Suharli Malaya Lestari. Basically Article 222 UUK-PKPU peace in the 

framework of PKPU is offered to Debtors who cannot continue to pay their debts 

that are due and can be collected. Peace that has been approved by the Debtor 

and Creditors must also be approved by the Commercial Court or called 

Homologation. Based on Article 170 Jo 291 UUK-PKPU a peace agreement that 

has been ratified based on a court decision of the creditor can submit a 

cancellation of a legalized peace (homologation) if it considers the debtor 

negligent in fulfilling the contents of peace. With the cancellation of the Peace 

Agreement, the assets of the Debtor are bankrupt. 

Based on the results of the study stated that the Panel of Judges did not 

consider the total assets of the debtor, even the debtor did not need to be declared 

insolvent first so that the debtor whether the company or individual could be 

easily bankrupt without having the certainty whether the debtor did experience 

bankruptcy or financial difficulties. 

Keywords: Homologation, PKPU, Peace, Cancellation of Peace and Insolvency. 
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Sesungguhnya Allah SWT mencintai seorang diantara kamu yang melakukan 

pekerjaan dengan baik (ketekunan) HR. Bukhari 

 

 

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan 

melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat 

zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.”  

(QS. Az Zalzalah: 7-8) 

 

 

“Sesungguhnya setelah ada kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 

telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh sungguh (urusan) 

yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 

(QS. Alam Nasyrah: 6-8) 
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